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Abstract : This study examines the practice of belis in the traditional marriage of the Lamaholot community in
East Flores with the aim of analyzing its legitimacy and public benefit from the perspective of the legal maxim al-
‘adah al-muhakkamah and in relation to magasid al-shari ‘ah. The research is motivated by the dynamics of legal
pluralism, in which customary law and Islamic law often interact in complex ways, particularly when customary
practices may create economic burdens or hinder marriage. The research employs a qualitative approach with a
normative-empirical design. Normative data are derived from Islamic legal sources and ushul figh literature,
while empirical data are collected through in-depth interviews and field observations within the Muslim
Lamaholot community in East Flores. Data analysis is conducted using a descriptive-analytical method,
employing al- ‘adah al-muhakkamah and magqasid al-shari‘ah as evaluative frameworks. The findings indicate
that belis functions as a living customary institution that preserves women’s dignity, strengthens inter-clan Kinship
relations, and provides social legitimacy to marriage. From the perspective of Islamic law, belis is considered
permissible as long as it does not contradict explicit religious texts, does not replace the role of dowry, and does
not generate harm. However, excessive demands may lead to economic pressure and undermine the objectives of
marriage if not properly moderated. The study concludes that belis in the Lamaholot community represents a
conditional customary practice that requires continuous normative supervision to ensure alignment with the
objectives of Islamic law. The implications highlight the importance of collaboration between customary and
religious authorities in balancing cultural preservation with family welfare.
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Abstrak : Penelitian ini mengkaji praktik belis dalam perkawinan adat masyarakat Lamaholot Flores Timur
dengan tujuan menganalisis legitimasi dan kemaslahatannya dalam perspektif kaidah al- ‘@dah al-muhakkamah
dan dikaitkan dengan magqasid al-syari’ah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pluralisme hukum yang
menempatkan adat dan hukum Islam dalam relasi yang tidak selalu harmonis, khususnya ketika praktik adat
berpotensi memberatkan atau menghambat perkawinan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
dengan desain normatif-empiris. Data normatif diperoleh melalui kajian sumber hukum Islam dan literatur ushul
figh, sedangkan data empiris dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan pada
masyarakat Lamaholot Muslim di Flores Timur. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menjadikan
kaidah al-‘@dah al-muhakkamah dan maqasid al-syari’ah sebagai kerangka evaluatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa belis berfungsi sebagai institusi adat yang menjaga kehormatan perempuan, memperkuat
ikatan kekerabatan, serta memberikan legitimasi sosial terhadap perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, belis
dapat dikategorikan sebagai adat yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan nash, tidak menggantikan mahar,
dan tidak menimbulkan mudarat. Namun, eskalasi nilai belis berpotensi menimbulkan beban ekonomi dan
menghambat tujuan perkawinan apabila tidak dimoderasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belis Lamaholot
merupakan adat yang bersifat kondisional dan memerlukan pengawasan normatif berkelanjutan agar tetap sejalan
dengan tujuan syariat. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya peran tokoh adat dan agama dalam menjaga
keseimbangan antara pelestarian adat dan kemaslahatan keluarga.

Kata kunci: Belis; Hukum Adat; Al- ‘Adah Al-Muhakkamah; Magasid al-syari’ah; Perkawinan Adat

1. PENDAHULUAN

Kajian akademik mengenai perkawinan adat di Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami
penguatan pendekatan pluralisme hukum melalui integrasi perspektif hukum adat, hukum agama, dan
hukum nasional. Perkawinan adat dipahami bukan sekadar ritus budaya, melainkan institusi hukum

hidup yang berfungsi mengatur relasi sosial, legitimasi keluarga, serta distribusi hak dan kewajiban
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dalam komunitas lokal (Damayanti et al., 2025). Studi empiris menunjukkan dinamika negosiasi norma
terjadi secara intens, khususnya pada masyarakat plural, sebagaimana tampak pada praktik perkawinan
adat Toraja yang melibatkan kompromi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara (Akbar &
Laman, 2025). Literatur kontemporer juga menyoroti implikasi praktik adat terhadap isu keadilan
gender dan kepastian hukum, terutama ketika norma adat berpotensi mengonstruksi relasi yang tidak
sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak dalam hukum agama (Masyithoh
et al., 2025; Purnawan, 2025; Suriadiata, 2025).

Praktik belis pada masyarakat adat Indonesia Timur menempati posisi penting dalam diskursus
tersebut. Belis dipahami sebagai mekanisme simbolik yang mengafirmasi penghormatan terhadap
perempuan, pengakuan sosial antar keluarga, serta penguatan ikatan kekerabatan dalam struktur
masyarakat adat (Ndolu et al., 2025; Suksin, 2025). Penelitian mutakhir menunjukkan keterkaitan erat
antara nilai belis dan stratifikasi sosial, di mana status keluarga memengaruhi besaran dan bentuk belis
yang disepakati (Sari & Isnaini, 2025). Dimensi ekonomi turut menentukan karena belis kerap menjadi
beban finansial signifikan bagi pihak calon suami, sehingga berdampak pada kesiapan dan
keberlanjutan perkawinan (Suksin, 2025). Transformasi belis dari bentuk tradisional menuju kombinasi
uang dan barang mencerminkan adaptasi adat terhadap modernisasi ekonomi dan perubahan sosial
(Hermawan & Nomleni, 2024; Sonbay et al., 2025), sekaligus memunculkan ketegangan baru dalam
relasi adat, agama, dan kepentingan individual.

Dalam konteks masyarakat Lamaholot Flores Timur, praktik belis berlangsung dalam ruang
sosial yang ditandai oleh kemajemukan agama dan kuatnya otoritas adat. Situasi tersebut memunculkan
persoalan normatif terkait legitimasi praktik belis dalam perspektif hukum Islam, terutama ketika belis
dipersepsikan memberatkan atau berpotensi menghambat pernikahan. Diskursus pluralisme hukum
mencatat adanya ketegangan hierarki norma antara adat dan hukum Islam, dengan sebagian pandangan
menempatkan hukum agama sebagai rujukan utama sepanjang memuat nilai teologis fundamental,
sementara adat berlaku secara kondisional (Anggraeni, 2023). Ketegangan tersebut tidak hanya bersifat
normatif, tetapi juga menyentuh legitimasi sosial pernikahan, karena dalam praktik tertentu adat tetap
menjadi sumber pengakuan sosial utama meskipun ketentuan agama dipenuhi secara minimal (Podu,
2025).

Permasalahan utama terletak pada ketiadaan kerangka analitis yang mampu menjembatani adat
dan hukum Islam secara proporsional dan kontekstual. Literatur menunjukkan bahwa pluralisme norma
sering menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melemahkan perlindungan hak, khususnya
hak perempuan dan keberlanjutan keluarga (Mohsi et al., 2025). Pendekatan solutif secara umum
diarahkan pada harmonisasi norma melalui pengakuan adat sebagai hukum hidup sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip dasar hukum agama dan tujuan hukum nasional.

Upaya ilmiah sebelumnya umumnya berfokus pada deskripsi relasi normatif antara adat dan
hukum Islam tanpa menawarkan instrumen evaluatif yang operasional. Sejumlah studi menegaskan

perlunya integrasi nilai adat ke dalam hukum Islam kontekstual, namun belum mengembangkan model
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analisis yang dapat menilai batas kemaslahatan adat secara sistematis (Shesa et al., 2025). Pendekatan

kaidah al-‘adah al-muhakkamah memberikan landasan teoretis bahwa adat dapat dijadikan dasar
hukum sepanjang tidak menimbulkan mudarat dan tetap sejalan dengan prinsip syariat.

Kajian literatur juga menunjukkan keterbatasan penggunaan kerangka magdasid al-syari’ah dalam
menilai praktik perkawinan adat. Padahal, pendekatan tersebut memungkinkan evaluasi normatif
berbasis tujuan syariat, khususnya perlindungan kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan keluarga.
Minimnya studi empiris yang mengaitkan belis dengan magasid al-syari’ah menandai celah penelitian
yang relevan dan aktual. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik belis masyarakat Lamaholot
Flores Timur dalam perspektif kaidah al- ‘adah al-muhakkamah dengan dukungan kerangka maqasid
al-syari’ah. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis normatif dan empiris untuk menilai
legitimasi adat secara kontekstual dan proporsional. Hipotesis penelitian berpijak pada asumsi bahwa
belis Lamaholot merupakan adat yang sah dan bermaslahat sepanjang tidak menggantikan mahar, tidak
memberatkan secara berlebihan, serta tidak menghalangi tujuan perkawinan. Ruang lingkup Kkajian
dibatasi pada praktik belis dalam komunitas Lamaholot Muslim di Flores Timur dengan fokus pada
relasi adat, hukum Islam, dan kemaslahatan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research qualitative) dengan menggunakan
pendekatan normatif-empiris untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai praktik belis
dalam perkawinan adat Lamaholot serta relasinya dengan kaidah hukum Islam. Pendekatan tersebut
memadukan analisis normatif terhadap sumber-sumber hukum Islam dengan kajian empiris atas realitas
sosial masyarakat. Kajian normatif diarahkan pada penelaahan al-Qur’an, hadis, kaidah fikih, pendapat
ulama, serta literatur ushul figh yang relevan, khususnya konsep ‘urf dan kaidah al-‘Gdatu
muhakkamah, guna merumuskan parameter penilaian syar’i terhadap praktik adat. Analisis empiris
dilakukan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut dipraktikkan, dinegosiasikan, dan
dimaknai dalam kehidupan sosial masyarakat adat, sehingga hukum tidak diposisikan semata sebagai
konstruksi teoretis, tetapi sebagai norma hidup yang berinteraksi dengan struktur budaya dan sosial
setempat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan
masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dalam praktik belis, serta melalui observasi terhadap
proses dan konteks sosial pelaksanaan adat perkawinan. Data sekunder bersumber dari dokumen adat,
literatur hukum Islam, hasil penelitian terdahulu, dan regulasi terkait. Pendekatan semacam ini lazim
digunakan dalam penelitian hukum Islam berbasis praktik sosial karena memungkinkan peneliti menilai
kesesuaian antara norma syariat dan praktik adat secara kontekstual (Khusairi & Mandala, 2023).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menempatkan temuan lapangan dalam
dialog kritis dengan kerangka normatif hukum Islam. Data empiris yang terkumpul direduksi,
dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola praktik belis, rasionalitas sosial yang
melatarbelakanginya, serta implikasi normatifnya. Temuan tersebut dianalisis menggunakan kaidah al-

‘adatu muhakkamah dan prinsip magqgdsid al-syari’ah sebagai alat evaluatif guna menilai tingkat
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kemaslahatan dan legitimasi syar‘i praktik belis. Keabsahan data dijaga melalui penerapan triangulasi
sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan konsistensi temuan. Verifikasi kepada
informan dilakukan guna memastikan ketepatan interpretasi peneliti terhadap pandangan dan
pengalaman narasumber. Selain itu, dokumentasi sistematis seluruh proses penelitian disusun sebagai
audit trail agar alur metodologis dapat ditelusuri secara transparan. Refleksivitas peneliti juga
diterapkan secara berkelanjutan untuk meminimalkan bias subjektif dalam proses pengumpulan dan
analisis data. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa validitas penelitian kualitatif
terletak pada kredibilitas dan ketepatan representasi realitas sosial yang dikaji (Golafshani, 2003).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Struktur, Tahapan, dan Simbol Belis dalam Masyarakat Lamaholot

Belis dalam masyarakat Lamaholot menempati posisi sentral sebagai institusi adat yang
mengatur, memaknai, dan mengikat proses perkawinan secara kolektif, sebagaimana diuraikan dalam
hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat Lamaholot (Nasrun, 2025; Hamid, 2025).
Tradisi ini tidak berdiri sebagai praktik seremonial semata, melainkan sebagai sistem nilai yang
terstruktur dan berlapis, mencakup dimensi simbolik, sosial, dan normatif. Struktur belis dibangun
melalui tahapan adat yang relatif baku, dimulai dari proses lamaran (puro), musyawarah penentuan
belis oleh suku kerabat, hingga penyerahan belis sebagai legitimasi adat atas perkawinan. Setiap
tahapan tersebut mengandung makna sosial yang menegaskan bahwa perkawinan dipahami sebagai
peristiwa komunal yang melibatkan relasi antarsuku, bukan sekadar ikatan individual antara calon
mempelai.

Tahap lamaran atau puro berfungsi sebagai pintu masuk utama seluruh rangkaian adat. Puro
bukan hanya pernyataan niat menikah, tetapi mekanisme awal pembentukan relasi sosial antar dua suku.
Penerimaan atau penolakan lamaran diputuskan melalui mekanisme adat yang mencerminkan otoritas
kolektif suku kerabat perempuan. Posisi ini menegaskan bahwa kehormatan perempuan dan sukunya
dijaga melalui keputusan bersama, sehingga relasi perkawinan tidak dibangun atas dasar kehendak
individual semata. Struktur tersebut memperlihatkan kuatnya prinsip kolektivitas dalam sistem
kekerabatan Lamaholot.

Setelah lamaran diterima, musyawarah penentuan belis menjadi tahapan krusial yang
merepresentasikan nilai deliberatif dalam adat. Penentuan belis tidak berada pada kewenangan keluarga
inti perempuan, melainkan berada di tangan suku kerabat, khususnya suku kakak arie. Mekanisme ini
menunjukkan bahwa belis berfungsi sebagai instrumen penjaga martabat suku dan simbol tanggung
jawab kolektif atas perempuan yang akan memasuki struktur kekerabatan baru. Keterlibatan tokoh adat
dalam proses ini berperan menjaga keseimbangan antara kehormatan keluarga perempuan dan
kemampuan pihak laki-laki, sehingga keputusan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor kewajaran
adat.

Jenis-jenis belis yang dikenal dalam masyarakat Lamaholot, seperti Ana Weli, Ina Umen, dan

Opulake, memperlihatkan kompleksitas simbolik belis sebagai institusi adat. Ana Weli berupa gading
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gajah menempati posisi simbolik tertinggi karena dimaknai sebagai bentuk penghormatan maksimal

terhadap perempuan dan suku yang melahirkannya (Sardari, 2019). Ina Umen sebagai representasi air
susu ibu menegaskan pengakuan atas peran ibu dalam proses pengasuhan, sedangkan Opulake berfungsi
memperkuat relasi dengan saudara laki-laki ibu sebagai bagian penting dalam struktur kekerabatan.
Keberagaman bentuk belis tersebut menunjukkan bahwa belis tidak semata-mata bernilai material,
tetapi berfungsi sebagai bahasa simbolik untuk menegaskan relasi sosial dan genealogis.

Makna filosofis belis dalam masyarakat Lamaholot juga berkaitan erat dengan konstruksi etika
sosial, sebagaimana ditegaskan oleh narasumber yang memiliki otoritas adat dan pengalaman langsung
dalam praktik belis (Bakir, 2025; Hamid, 2025). Belis dipahami sebagai simbol keseriusan dan
tanggung jawab pihak laki-laki dalam memasuki ikatan perkawinan. Tradisi ini berfungsi sebagai
mekanisme kontrol sosial agar perkawinan tidak dilakukan secara serampangan dan tanpa kesiapan
moral maupun sosial. Dengan demikian, belis tidak dapat dipahami sebagai harga perempuan,
melainkan sebagai institusi moral yang menempatkan perempuan sebagai subjek bermartabat yang
harus dihormati dan dijaga kehormatannya (Kleden et al., 2021).

Belis berfungsi sebagai pengikat sosial jangka panjang. Penyerahan belis membangun jaringan
kekerabatan lintas generasi yang melampaui kepentingan pasangan pengantin. Proses negosiasi dan
kesepakatan belis menciptakan ruang interaksi sosial yang intens, memperkuat solidaritas komunal,
serta meminimalkan potensi konflik antarkelompok keluarga (Doni et al., 2025). Fungsi ini menegaskan
bahwa belis merupakan mekanisme integratif yang menjaga kohesi sosial masyarakat Lamaholot.

Namun demikian, dinamika sosial dan ekonomi modern telah memengaruhi praktik belis secara
signifikan, sebagaimana diungkapkan oleh para narasumber terkait perubahan bentuk dan nilai belis
akibat tekanan ekonomi dan perubahan generasi (Nasrun, 2025; Bakir, 2025). Kelangkaan gading,
meningkatnya kebutuhan ekonomi, serta perubahan pola pikir generasi muda mendorong terjadinya
adaptasi bentuk dan mekanisme belis. Transformasi belis dari benda tradisional ke bentuk uang atau
simbol material lain menunjukkan fleksibilitas adat dalam merespons perubahan tanpa kehilangan
makna dasarnya. Temuan ini sejalan dengan studi empiris di wilayah lain di Nusa Tenggara Timur yang
menunjukkan bahwa perubahan bentuk belis tidak serta-merta menghilangkan nilai simbolik
penghormatan terhadap perempuan (Deke et al., 2020).

Mekanisme pembayaran belis secara bertahap, penundaan, atau melalui sistem lettu (tutup) juga
mencerminkan adaptasi adat terhadap realitas ekonomi. Sistem utang turunan memperlihatkan bahwa
belis dipahami sebagai kewajiban simbolik lintas generasi, bukan transaksi ekonomi instan. Namun,
dalam konteks tertentu, tuntutan belis yang berlebihan berpotensi menggeser makna belis menjadi
beban ekonomi yang justru menghambat perkawinan. Kondisi ini memunculkan kritik internal dari
tokoh adat dan tokoh agama yang menekankan pentingnya moderasi agar belis tetap sejalan dengan
tujuan sosial dan moral perkawinan.

Literatur kontemporer mencatat bahwa modernisasi dan monetisasi dalam perkawinan berpotensi

mendorong komersialisasi tradisi, sehingga dipersepsikan sebagai indikator status ekonomi semata
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(Dewa et al., 2021; Liu et al., 2025). Dalam konteks belis di Lamaholot, kecenderungan ini mulai

direspons dengan penekanan ulang pada makna simbolik dan etika belis. Tokoh adat dan tokoh agama

memainkan peran strategis dalam menjaga agar belis tidak kehilangan fungsi moralnya sebagai simbol
penghormatan dan tanggung jawab.

Struktur, tahapan, dan simbol belis dalam masyarakat Lamaholot merupakan sebuah sistem adat
yang hidup dan adaptif. Belis berfungsi sebagai institusi penghormatan terhadap perempuan,
mekanisme pengikat kekerabatan, serta alat kontrol sosial yang menjaga keseimbangan moral dan sosial
dalam perkawinan adat. Dinamika perubahan yang terjadi menunjukkan kemampuan adat Lamaholot
untuk bernegosiasi dengan modernitas tanpa melepaskan nilai inti yang telah diwariskan secara turun-
temurun.

b. Analisis Belis dalam Perspektif Al-‘Adah AlI-Muhakkamah

Praktik belis dalam masyarakat Lamaholot melalui perspektif al-‘adah al-muhakkamah
menempatkan adat sebagai norma sosial yang memiliki legitimasi hukum bersyarat dalam hukum Islam.
Kaidah al- ‘adah al-muhakkamah memandang kebiasaan yang hidup dan diterima masyarakat sebagai
dasar penetapan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash syariah dan tidak menimbulkan
mafsadah. Belis dalam masyarakat Lamaholot tidak diposisikan sebagai rukun atau syarat sah
perkawinan Islam, melainkan sebagai mekanisme adat yang melengkapi proses sosial perkawinan.
Temuan lapangan memperlihatkan bahwa belis dijalankan dengan tujuan menjaga kehormatan
perempuan, menguatkan relasi kekerabatan antarsuku, serta memastikan keseriusan dan tanggung
jawab pihak laki-laki sebelum memasuki ikatan perkawinan, sebagaimana ditegaskan oleh Nasrun dan
Hamid dalam wawancara lapangan (Nasrun, 2025; Hamid, 2025).

Pandangan tokoh agama memperkuat legitimasi normatif tersebut. Bakir menegaskan bahwa
belis diperbolehkan karena termasuk adat yang hidup dan tidak bertentangan dengan syariat selama
tidak memberatkan dan tidak menggantikan mahar (Bakir, 2025). Pernyataan ini menunjukkan peran
tokoh agama sebagai penjaga batas normatif antara adat dan syariat. Fungsi pengawasan tersebut
memastikan bahwa belis tetap berada dalam koridor al-‘adah al-muhakkamah dan tidak bergeser
menjadi praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Konsep belis dalam masyarakat Lamaholot jika dianalisis melalui kerangka al-‘a@dah al-
muhakkamah sebagai salah satu kaidah fikih yang mengakui adat sebagai dasar penetapan hukum
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam disiplin ushul figh, konsep ‘urf dipahami
sebagai kebiasaan sosial yang hidup, berulang, dan diterima secara luas oleh masyarakat, serta
memperoleh relevansi hukum ketika nash syariah tidak mengatur secara eksplisit suatu persoalan.
Literatur klasik dan kontemporer membedakan ‘urf ke dalam kategori ‘urf sahih dan ‘wurf fasid
berdasarkan kesesuaiannya dengan al-Qur’an, Sunnah, serta tujuan hukum Islam (Altsaury & As’ad,
2023; Pakarti et al., 2025). Kerangka ini menjadi instrumen analitis penting dalam menilai praktik belis,
bukan sekadar sebagai tradisi budaya, melainkan sebagai fenomena sosial yang beririsan langsung

dengan hukum keluarga Islam.
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Belis dalam masyarakat Lamaholot dipahami sebagai mekanisme adat yang memiliki fungsi

sosial, simbolik, dan normatif. Wawancara lapangan dengan Nasrun (2025) menegaskan bahwa belis
diposisikan sebagai sarana pengikat relasi antarkeluarga serta simbol penghormatan terhadap pihak
perempuan dan keluarganya. Pemahaman serupa disampaikan oleh Hamid (2025) yang melihat belis
sebagai ekspresi tanggung jawab moral laki-laki dalam membangun rumah tangga, bukan sebagai
transaksi ekonomi semata. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa belis memiliki dimensi maslahat
sosial, terutama dalam menjaga kehormatan keluarga, memperkuat ikatan kekerabatan, serta
memastikan legitimasi sosial suatu perkawinan di tengah komunitas adat.

Analisis terhadap praktik belis berdasarkan kriteria ‘urf sakih menuntut pengujian terhadap
beberapa aspek mendasar. Pertama, kesesuaian dengan nash syariah menjadi tolok ukur utama. Literatur
ushul figh menegaskan bahwa adat yang bertentangan dengan ketentuan eksplisit al-Qur’an dan hadis
sahih tidak dapat dijadikan hujjah meskipun telah mengakar kuat di masyarakat (Pakarti et al., 2025).
Dalam praktik belis Lamaholot, tidak ditemukan unsur yang secara langsung bertentangan dengan
rukun dan syarat nikah dalam Islam, selama belis tidak dijadikan syarat sah akad nikah. Temuan
lapangan memperlihatkan bahwa akad nikah tetap dilaksanakan sesuai ketentuan agama, sementara
belis berfungsi sebagai pranata sosial-adat yang berjalan paralel (Bakir, 2025).

Kedua, keberlakuan umum dan kontinuitas praktik belis menjadi indikator penting validitas ‘urf.
Putra et al. (2025) menekankan bahwa kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum harus berlaku luas
dan berulang secara konsisten dalam suatu komunitas. Dalam masyarakat Lamaholot, belis telah
dipraktikkan lintas generasi dan dipahami secara kolektif sebagai bagian integral dari sistem
perkawinan adat. Keberlanjutan tersebut memperkuat posisi belis sebagai ‘urf yang hidup dan diakui
secara sosial, bukan praktik sporadis atau temporer.

Ketiga, dimensi maslahat dan mafsadah menjadi penentu krusial dalam evaluasi figh terhadap
adat. Musthafa et al. (2025) menegaskan bahwa adat yang membawa kemaslahatan dan tidak
menimbulkan kerusakan dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum. Hasil penelitian lapangan
menunjukkan adanya ambivalensi dalam praktik belis. Pada satu sisi, belis berkontribusi pada stabilitas
sosial dan legitimasi perkawinan. Pada sisi lain, ketika nominal belis mengalami eskalasi berlebihan,
muncul potensi mafsadah berupa penundaan perkawinan atau beban ekonomi yang tidak proporsional.
Kondisi ini menempatkan belis pada ruang evaluasi kritis dalam perspektif magasid al-syari’ah,
khususnya perlindungan martabat, kesejahteraan keluarga, dan kemudahan dalam pernikahan.

Kerangka al- ‘adah al-muhakkamah menegaskan bahwa pengakuan adat bersifat bersyarat, bukan
otomatis. Asyuro dan Sayehu (2025) menempatkan kaidah ini sebagai mekanisme adaptasi hukum
Islam terhadap konteks sosial budaya lokal tanpa mengorbankan prinsip normatif syariat. Praktik belis
Lamaholot, dalam kerangka tersebut, dapat dipahami sebagai adat yang sah secara fighi selama
berfungsi melengkapi proses perkawinan dan tidak menggeser posisi akad nikah sebagai inti legalitas

syar‘i.
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Temuan ini sejalan dengan berbagai studi empiris di Indonesia yang menempatkan adat
perkawinan sebagai bagian dari hukum keluarga Islam secara kontekstual. Kajian mengenai perkawinan
adat Banjar menunjukkan bahwa tradisi jujuran dapat diterima dalam kerangka al-‘@dah al-
muhakkamah selama tidak menambah unsur yang dilarang dalam nikah (Ramadhan & Husaini, 2024).
Studi pada masyarakat Dayak Ngaju juga memperlihatkan bahwa palaku dapat diakomodasi secara
selektif dengan penyesuaian normatif agar sejalan dengan prinsip syariat (Harika et al., 2025). Pola
serupa ditemukan pada tradisi Jawa dan Sasak, yang menegaskan sifat adaptif hukum Islam terhadap
kebiasaan lokal (Khakim & Hasan, 2025).

Pandangan ulama kontemporer menekankan pentingnya keseimbangan antara universalitas
syariat dan realitas sosial budaya. Mahfudhi dan Arrosid (Mahfudhi & Arrosid, 2021) memandang al-
‘adah al-muhakkamah sebagai instrumen legitimasi hukum lokal yang memperluas daya jangkau
hukum keluarga Islam tanpa menggantikan prinsip dasar syariat. Pendekatan magasid al-syari’ah
memperkuat posisi tersebut dengan menempatkan adat sebagai sarana, bukan tujuan, dalam mencapai
perlindungan nasab, kehormatan, dan kesejahteraan keluarga (Auda, 2011; Taufiqurohman & Fauziah,
2023).

Dalam kerangka ijtihad kontemporer, integrasi adat ke dalam hukum keluarga Islam dipahami
sebagai upaya responsif terhadap dinamika sosial modern. Halim et al. (2024) menegaskan bahwa adat
lokal berfungsi sebagai konteks sosial dalam penetapan hukum, bukan sebagai sumber otonom yang
berdiri sendiri. Studi empiris lain memperlihatkan bahwa validitas adat selalu melalui proses penilaian
figh yang kritis, dengan membedakan antara adat yang mendukung tujuan syariat dan adat yang
berpotensi merusak prinsip keadilan, terutama terkait hak perempuan dan anak (Faizal & Nur, 2023).

Berdasarkan sintesis teoritik dan temuan empiris tersebut, belis dalam masyarakat Lamaholot
dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang berpotensi sah secara fighi sepanjang memenuhi kriteria ‘urf
sahth. Keberterimaan belis sebagai ‘urf'sahih tampak dari keberlakuannya yang umum, konsisten, dan
berkelanjutan dalam masyarakat Lamaholot. Belis dikenal, dipraktikkan, dan dipatuhi lintas generasi
sebagai bagian integral dari sistem perkawinan adat. Keberlakuan tersebut memenuhi syarat kontinuitas
dan penerimaan sosial yang dalam ushul figh menjadi indikator utama sahnya ‘urf. Selain itu, belis tidak
mengandung unsur yang bertentangan secara langsung dengan ketentuan al-Qur’an dan hadis, karena
tidak menghalangi pelaksanaan akad nikah, tidak menggantikan fungsi mahar, serta tidak menetapkan
larangan-larangan yang bertentangan dengan hukum syariah. Oleh karena itu, dari perspektif normatif,
belis Lamaholot berada dalam kategori adat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum selama
pelaksanaannya berada dalam batas kemaslahatan.

Penerapan kaidah al-‘adah al-muhakkamah juga tercermin dalam fleksibilitas masyarakat
Lamaholot terhadap bentuk dan nilai belis. Perubahan bentuk belis dari gading ke uang, pembayaran
secara bertahap, maupun kesepakatan adat untuk meringankan pihak laki-laki menunjukkan bahwa adat
tidak dipahami secara kaku, tetapi disesuaikan dengan realitas sosial ekonomi. Fleksibilitas tersebut

mencerminkan prinsip kemudahan dan penghindaran kesulitan yang menjadi spirit umum syariat dalam
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bidang perkawinan. Temuan ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer yang menegaskan

bahwa adat dapat diterima sebagai dasar hukum selama tidak menghambat tujuan syariah untuk
mempermudah pernikahan dan menjaga stabilitas keluarga.

Meskipun demikian, penerimaan belis sebagai ‘urfsahih tidak bersifat absolut. Kaidah al- ‘adah
al-muhakkamah mensyaratkan adanya batasan normatif yang jelas. Belis tidak boleh dijadikan alat
untuk menuntut keuntungan material secara berlebihan, tidak boleh menjadi pengganti mahar, dan tidak
boleh menghalangi tujuan utama perkawinan. Ketika orientasi material dan gengsi sosial mendominasi,
belis berpotensi bergeser menjadi ‘urf fasid yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh
karena itu, evaluasi kritis terhadap praktik belis harus dilakukan secara berkelanjutan dengan
melibatkan otoritas adat dan agama.

c. Relasi Belis dengan Magqadasid al-Syari’ah

Relasi antara praktik belis dalam masyarakat Lamaholot dan magqasid al-syari’ah perlu dipahami
dalam kerangka tujuan hukum Islam yang menempatkan perlindungan nilai-nilai fundamental sebagai
parameter utama konstruksi dan penerapan hukum. Teori magdasid al-Syari’ah menegaskan bahwa
hukum Islam diarahkan untuk menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql),
keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), yang secara kolektif berfungsi sebagai tolok ukur
kesejahteraan individu dan keluarga dalam masyarakat Muslim kontemporer. Pendekatan ini
memungkinkan pembacaan hukum keluarga tidak berhenti pada dimensi tekstual nash, melainkan
sebagai sistem normatif yang responsif terhadap dinamika sosial budaya (Nurhikmah, 2024).

Dalam konteks ini, belis tidak dipahami semata sebagai tradisi kultural, tetapi sebagai pranata
sosial yang memiliki implikasi langsung terhadap tujuan-tujuan syariat. Hasil penelitian lapangan
menunjukkan bahwa belis dijalankan sebagai mekanisme sosial untuk memastikan keseriusan,
tanggung jawab, dan legitimasi sosial suatu perkawinan. Hamid (2025) menegaskan bahwa belis
mengandung makna simbolik yang mengangkat martabat perempuan dan keluarga asalnya, sehingga
relasi gender dan kehormatan keluarga terjaga dalam struktur sosial Lamaholot. Dimensi ini memiliki
keterkaitan langsung dengan #%ifz al-nasl yakni perlindungan keturunan yang menempati posisi sentral
dalam magqasid al-syari’ah (Rasyid et al., 2024).

Relasi belis dengan hifz al-din tampak dari posisi adat yang tidak menggantikan fungsi syar’i
akad nikah. Akad perkawinan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan agama, sementara belis berjalan
sebagai pelengkap adat. Bakir (2025) menegaskan bahwa belis dapat diterima selama tidak dijadikan
syarat sah nikah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pandangan ini memperlihatkan adanya
kesadaran normatif bahwa adat harus berada di bawah otoritas hukum Islam, sehingga tujuan
perlindungan agama tetap terjaga.

Pendekatan magasid juga memberikan kerangka evaluatif terhadap implikasi sosial dan hukum
dari praktik belis. Literatur hukum keluarga menunjukkan bahwa magasid sering digunakan untuk
menilai kebijakan dan praktik sosial yang berdampak pada kesejahteraan anak dan keluarga. Analisis

putusan pengadilan berbasis magasid memperlihatkan pergeseran dari pendekatan literal menuju
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pertimbangan kontekstual yang menempatkan perlindungan anak dan keluarga sebagai prioritas

(Ramadan et al., 2025). Kerangka serupa relevan diterapkan dalam menilai belis, khususnya ketika
praktik adat berpotensi memengaruhi stabilitas keluarga dan perlindungan hak perempuan dan anak.

Dari sisi hifz al-nasl, belis berfungsi memperkuat legitimasi sosial perkawinan dan memastikan
pengakuan kolektif terhadap hubungan suami-istri dan keturunan yang lahir. Studi empiris pada
komunitas Bugis melalui praktik sipalisunna menunjukkan bahwa adat perkawinan dapat memperkuat
perlindungan nasab dan struktur sosial keluarga ketika selaras dengan tujuan syariat (Samsidar et al.,
2026). Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa adat perkawinan, termasuk belis, dapat
berkontribusi positif terhadap tujuan maqasid apabila dijalankan secara proporsional.

Namun demikian, magasid al-syari’ah juga menuntut evaluasi kritis terhadap potensi mudarat.
Literatur mengenai pencatatan perkawinan menegaskan bahwa pernikahan yang tidak tercatat
berpotensi merugikan perempuan dan anak karena menciptakan ketidakpastian status hukum dan hak
sipil, sehingga bertentangan dengan tujuan perlindungan nasab dan kehormatan (Qoneta, 2025). Dalam
konteks belis, tuntutan adat yang berlebihan berpotensi mendorong penundaan perkawinan formal atau
praktik perkawinan tidak tercatat, sehingga berimplikasi negatif terhadap tujuan magqdsid.

Dimensi ekonomi belis juga relevan dianalisis melalui xifz al-mal. Di satu sisi, tradisi perkawinan
dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi komunitas lokal melalui peningkatan aktivitas
ekonomi jasa dan konsumsi upacara, sebagaimana ditemukan dalam studi tentang tradisi Melayu
Sambas (Sudrajat, 2023). Di sisi lain, literatur ekonomi perkawinan menunjukkan bahwa biaya
pernikahan yang tinggi sering kali menjadi sumber tekanan finansial jangka panjang bagi keluarga,
mengurangi kemampuan ekonomi untuk kebutuhan strategis seperti pendidikan dan kesejahteraan
rumah tangga (Anderson, 2007; Lowes & Nunn, 2017; Sadigov, 2020).

Dalam perspektif magasid al-syart’ah, tradisi yang membebani secara tidak proporsional dapat
ditafsirkan sebagai mudarat terhadap perlindungan harta. Mustapa et al. (2022) dan Sholeh dan
Muttagin (2024) menegaskan bahwa praktik sosial yang menggerus stabilitas ekonomi keluarga
berpotensi menghambat tercapainya kemaslahatan jangka panjang. Oleh karena itu, fleksibilitas
masyarakat Lamaholot dalam menyesuaikan bentuk dan nilai belis menunjukkan upaya kolektif untuk
menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan perlindungan #ifz al-mal.

Konsep maslahah sebagai bagian integral dari maqasid memberikan dasar normatif bagi penilaian
tersebut. Literatur kontemporer mendefinisikan maslahah sebagai pertimbangan manfaat dan
pencegahan kerusakan dalam kehidupan sosial, sehingga tradisi yang memberikan manfaat nyata dan
tidak bertentangan dengan tujuan syariat dapat diterima sebagai maslahah mursalah (Asy’ari, 2022;
Hidayat et al., 2024). Sejumlah studi menunjukkan bahwa tradisi lokal yang memberikan manfaat
sosial, ekologis, dan kohesi komunitas dapat diintegrasikan ke dalam hukum Islam secara kontekstual
(Dafizki, 2025; Yuskhi & Khakimah, 2025).

Dalam kerangka ini, belis Lamaholot dapat dipahami sebagai praktik adat yang berpotensi sejalan

dengan magasid al-syari’ah apabila dijalankan secara proporsional, adaptif, dan berorientasi pada
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kemaslahatan keluarga. Sebaliknya, apabila orientasi material dan gengsi sosial mendominasi, belis

berpotensi menyimpang dari tujuan syariat dan memerlukan reformulasi normatif. Peran tokoh adat dan
tokoh agama menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan tersebut melalui mediasi dan penilaian etis
terhadap praktik belis di tingkat komunitas.

Berdasarkan sintesis teoritik dan temuan empiris, relasi belis dan magqdasid al-syari’ah bersifat
dinamis dan kontekstual. Magdasid menyediakan kerangka evaluatif yang tidak hanya menilai keabsahan
adat, tetapi juga mengarahkan transformasi praktik belis agar tetap mendukung perlindungan keturunan,
kehormatan, dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan demikian, belis dapat dipertahankan sebagai
identitas budaya Lamaholot sekaligus diselaraskan dengan tujuan hukum Islam dalam konteks
masyarakat Muslim kontemporer.

4, KESIMPULAN DAN SARAN

Belis berfungsi sebagai institusi adat yang hidup dan memiliki dimensi simbolik, sosial, serta
normatif yang kuat. Praktik belis tidak semata berorientasi material, melainkan berperan menjaga
kehormatan perempuan, memperkuat relasi kekerabatan antarsuku, serta memastikan legitimasi sosial
perkawinan dalam komunitas adat. Analisis normatif menunjukkan bahwa belis dapat diterima dalam
kerangka hukum Islam melalui kaidah al-‘adah al-muhakkamah sepanjang tidak bertentangan dengan
nash syariah, tidak menggantikan kedudukan mahar, dan tidak memberatkan secara berlebihan.
Kontribusi utama studi terletak pada integrasi pendekatan normatif-empiris untuk menilai praktik adat
secara kontekstual dengan dukungan kerangka magdasid al-syari’ah. Pendekatan tersebut memperkaya
diskursus pluralisme hukum dengan menawarkan instrumen evaluatif yang operasional terhadap adat
perkawinan. Implikasi teoretis penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa hukum Islam memiliki
karakter adaptif terhadap realitas sosial budaya lokal tanpa kehilangan prinsip normatifnya. Implikasi
praktis penelitian memberi dasar bagi tokoh adat dan tokoh agama untuk melakukan moderasi praktik
belis agar tetap berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan perlindungan hak. Studi ini
mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat melalui pemetaan relasi antara
adat lokal dan tujuan syariat secara empiris. Arah riset lanjutan perlu diarahkan pada komparasi praktik
belis di komunitas adat lain, pengaruh belis terhadap ketahanan ekonomi keluarga, serta peran
kelembagaan adat dan agama dalam merumuskan standar moderasi adat perkawinan di tengah

perubahan sosial kontemporer.
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